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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan unsur alam yang sangat urgen dalam kehidupan 

suatu masyarakat. Tidak ada seorang manusia atau kelompok masyarakat 

manapun yang dapat dipisahkan dengan tanah. Tanah merupakan tempat 

berbagai sumber kehidupan dimana seseorang atau kelompok masyarakat 

menggantungkan kehidupannya. Tanah dapat dijadikan tempat membangun 

bangunan, membuka perkebunan, pertanian, perikanan dan aktivitas lainnya.1 

Tanah merupakan sesuatu hal yang sangat berdekatan dengan manusia 

akan banyaknya kebutuhan manusia akan tanah. Terbukti bahwasanya pada 

saat sekarang ini masih banyak masyarakat yang berdebat mengenai siapa 

kepemilikan tanah. Faktor ini diakibatkan karena masih banyak tanah di 

Indonesia yang belum memiliki sertifikat, sehingga menimbulkan polemik pro 

dan kontra ditengah masyarakat sehingga sering sekali terjadi pelanjutan kasus 

ke tahap pidana yang diakibatkan persiteruan yang terus berkepanjangan. 

Hal ini jelas bahwasanya setiap tanah yang ada di Indonesia harus 

memiliki sertifikat agar kelegalan kepemilikan tanah mereka tersebut sah 

dimata hukum. Konflik permasalahan tanah sampai pada saat ini masih 

menjadi permasalahan yang pelik dan menumpuk di pengadilan, hal tersebut 

justru menimbulkan banyak kerugian para pihak yang diakibatkan oleh tanah 

 
1  Jurnal Arifin Bur dan Desi Apriani, Pengertian Tanah “Sertifikat Sebagai Alat 

Pembuktian Dalam Hubungannya Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah”, diakses pada 

tanggal 21 Maret 2022 pukul 22.56 WIB, 

https://repository.uir.ac.id/755/1/document%281%29.pdf 
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mereka yang tidak memiliki sertifikat sehingga saling claim satu sama lain 

mengenai lahan atau tanah mereka. 

Indonesia adalah negara hukum negara, yang dimaksud di dalamnya 

terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan 

mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar, dan kebermanfaatan hukum demi 

mencapai kesejahteraan masyarakat dan negara, dalam hal ini tercantum 

dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3)  Undang-Undang Dasar Negara republik 

Indonesia tahun 1945 yaitu : “Bumi air dan kekayaan yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar- besar untuk 

kemakmuran rakyat”. 

Tertib Hukum Administasi Negara dibidang pertanahan adalah bagian 

dari usaha untuk mendapatkan bentuk dari asas kepastian terlebih kepastian 

hukum. Aturan sudah meletakan tugas kemudian juga wewenang pada 

Pemerintah dengan melakukan pendataan dan Pendaftaran tanah yang ada di 

Indonesia dan untuk masyarakat Pemegang hak untuk dapat melakukan 

pendaftaran tanah yang dikuasainya berdasarkan dengan ketentuan yang 

berlaku yaitu Undang- Undang pokok agraria (UUPA).  

Di Era Industri 4.0 dimana semua kegiatan dalam dibidang 

Pemerintahan dan pelayanan publik menggunakan sistem Elektonik yang 

terkoneksi secara cepat, mudah dan efektif sesuai dengan ketentuan didalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Pelaksaan Sistem 

Elektronik. Sejalan dengan sistem tersebut dibidang Pertanahan Nasional 

sebenarnya sudah mengunakan sistem Eketronik sesuai dengan awal adanya 

aturan mengenai transaksi elektronik yaitu Nomor 11 Tahun 2008 mengelami 
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perubahan sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 

Hal ini tidak terlepas untuk permasalahan pertanahan, di era 

digitalisasi pada saat ini dan didukung dengan adanya covid-19 ini memaksa 

masyarakat Indonesia dalam menjalankan segala sesuatu seba online dan 

harus menguasai elektronik. Hal ini terbukti dengan banyaknya peraturan yang 

dikeluarkan dan mengarah pada elektronik, tak terlepas untuk bagaian 

pendaftaran kepemilikan tanah, dan hal ini jelas membuat kepemilikan tanah 

di Indonesia bisa memiliki legalitas dengan e-sertifikat walaupun pada 

dasarnya pencetakannya tetap dalam bentuk hardcopy akan tetapi 

pendaftarannya bisa dilakukan secara elektronik dan dapat diketahui oleh 

orang banyak akan lokasi kepemilikan tanah kita hanya melalui internet. 

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan : 

1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. 

2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 

cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari 

alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. 

3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila 

menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang ini. 

Hal ini diperkuat dengan Pasal 147 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menyatakan 
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“Tanda bukti hak atas tanah, hak miliki atas satuan rumah susun, hak 

pengelolaan, dan hak tanggungan, termasuk akta peralihan hak atas tanah dan 

dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik” 

dan diperkuat juga dengan Pasal 175 point 3 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menyatakan : 

1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan 

Berbentuk Elektronik. 

2) Keputusan berbentuk Elektronik wajib dibuat atau disampaikan terhadap 

Keputusan yang diperoleh oleh sistem elektronik yang ditetapkan 

Pemerintah Pusat. 

3) Keputusan berbentuk Elektronik berkekuatan hukum sama dengan 

Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut 

oleh pihak yang bersangkutan. 

4) Dalam hal keputusan dibuat dalam bentuk Elektronik, maka tidak dibuat 

keputusan dalam bentuk tertulis. 

Berdasarkan Pasal tersebut, Tanda Bukti Hak, Sertifikat, SK Menteri 

termasuk juga akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dapat dibuat dalam 

bentuk dokumen elektronik. 

Penerbitan tanah bukti hak atas tanah secara elektronik memberikan 

dampak pengaturan pendaftaran tanah dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang 

berbunyi: “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan 

Nasional” dan diperkuat pada Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakan “Dalam 

rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam 
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Pasal 5 tugas pelaksana pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor 

Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah 

ini atau Perundang-Undangan yang bersangkutan kepada Pejabat lain”. 

Berhubungan dengan hal diatas pemerintah dalam hal ini mengesahkan 

Undang-Undang yang bertujuan untuk dikeluarkanya Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan 

Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yang didalamnya menjelaskan tentuan 

tentang Pendaftaran tanah yang dalam hal ini terdapat dalam Pasal 84 

“Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara 

Elektronik”, kemudian Peraturan Mentri Agraria Tata ruang kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik. Pada 

saat ini, dalam hal menciptakan pelayanan yang modern terkait pertanahan 

untuk kemudahan yang diberikan dalam hal usaha serta pelayanan umum bagi 

masyarakat, penting untuk Pengoptimalkan pemanfaatan tekonologi baik. 

Pada dasarnya terkait permasalahan ini Negara Indonesia sebelum 

adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Tentang 

Tanah, karna jauh sebelum itu negara kita telah memiliki aturan tersebut 

khususnya untuk pendaftaran tanah, kita dapat merujuk pada Pasal 19  

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

Peraturan Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa dikenal dengan UUPA 

(Undang-Undang Pokok Agraria) Tentang Pendaftaran Tanah yang 

menyatakan : 
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1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran 

tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan 

yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

2) Pendaftaran tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini meliputi: 

a) pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; 

b) hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 

c) pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 

3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan 

masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan 

penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.  

4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan 

pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa 

rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya 

tersebut. 

Berkaitan dengan Penjelasan pada Pasal 19 juga diperkuat Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-

Pokok Agraria bagian memori Penjelasan Atas Rancangan Undang-Undang 

Pokok Agraria Bagian A Penjelasan Umum IV Dasar-Dasar Untuk 

Mengadakan Kepastian Hukum yang berbunyi “Usaha yang menuju kearah 

kepastian hak atas tanah ternyata dari ketentuan dari Pasal-Pasal yang 

mengatur pendaftaran tanah. Pasal 23, 32 dan 38, ditujukan kepada para 

pemegang hak yang bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh 

kepastian tentang haknya itu. 
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Pasal 19 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria ditujukan kepada Pemerintah 

sebagai suatu instruksi, agar diseluruh wilayah Indonesia diadakan pe 

ndaftaran tanah yang bersifat "rechts- kadaster", artinya yang bertujuan 

menjamin kepastian hukum. Adapun pendaftaran itu akan diselenggarakan 

dengan mengingat pada kepentingan serta keadaan Negara dan masyarakat, 

keperluan lalu-lintas sosial ekonomi dan juga dalam bidang personil dan 

peralatannya. Oleh karena itu maka akan didahulukan penyelenggaraannya 

dikota-kota untuk lambat laun meningkat pada kadaster yang meliputi seluruh 

wilayah Negara. Sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan kepastian 

hukum maka pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang 

bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang 

haknya itu. 

Perihal Pendaftaran Tanah juga dapat dilihat pada Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok 

Agraria bagian Memori Penjelasan Atas Rancangan Undang-Undang Pokok 

Agraria Pada Bagian B Penjelasan Pasal, Demi Pasal khususnya Pasal 19 yaitu 

“Pendaftaran tanah ini akan diselenggarakan dengan cara yang sederhana dan 

mudah dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan”. 

Saat ini banyak sekali permasalahan pertanahan di Indonesia terutama 

tentang data tanah data dari Badan Pertanahan Nasional. Dan berdasarkan 

penjelasan Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil menjelaskan, dari 126 juta 

bidang tanah yang ada di Indonesia, sekitar 78 juta bidang tanah telah 

bersertifikat. Sedangkan 16 juta bidang telah terdaftar namun belum 
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bersertifikat hingga tahun 2021. Sehingga tanah yang belum didaftar saat ini 

mencapai sekitar 31,7 juta bidang (25,20%).2 

Lalu bagaimana sertifikat Elektronik dapat dikatakan sebagai bukti 

atautentik jika masuk ke ranah hukum Perdata sampai proses peradilan jika 

terjadi sengketa, Selain itu saat ini penyampaian informasi dan komunikasi 

yang berupa trankasi Elektronik dalam hal ini berupa Sertifikat Elektronik 

dalam proses pembuktian dan kekuatannya sebagai alat bukti yang sah atau 

autentik berjutuan untuk mengetahui bagaimana Prosedur Penerbitan 

Sertifikat Elektronik Sebagai bukti penguasaan hak atas tanah dan untuk 

mendalami sejauh mana kekuatan dari Sertifikat Elektronik Sebagai bukti 

autentik penguasaan hak atas tanah maka dalam hal ini penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “KAJIAN YURIDIS KEKUATAN 

HUKUM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK DI INDONESIA”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Di Indonesia ? 

2. Apa Implikasi Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Di Indonesia ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisa kekuatan hukum sertifikat tanah elektronik Di 

Indonesia. 

2. Untuk menganalisa implikasi hukum sertifikat tanah elektronik di 

Indonesia. 

D. Metode Penelitian 

 
2  Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, ATR-BPN 

Newslatter, Edisi 79 Januari 2022, Diakses Pada Tanggal 13 Juni 2022 Pukul 15.39, 

https://www.atrbpn.go.id/ 
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1. Jenis penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan adalah, pendekatan Yuridis 

Normatif. Yuridis Normatif adalah Suatu proses untuk menemukan suatu 

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum 

untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Prosedur 

pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan (Library Research).  

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data 

sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan 

kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:3  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, 

sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum 

yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan 

Perundang-Undangan dan segala dokumen resmi yang memuat 

ketentuan hukum seperti: 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 

Tentang Peratruran Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 

Tentang Cipta Kerja. 

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 

Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, 

dan Pendaftaran Tanah. 

 
3 Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum 

yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti 

buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain 

sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan 

pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan 

tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.Bahan hukum 

tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus 

besar bahasa Indonesia. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi dokumen.4 Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan 

data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur 

yang ada, terdiri dari Perundang-Undangan, dokumen-dokumen, buku-

buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti 

penulis. Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan hukum yang 

sedang penulis analisa. 

4. Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan 

analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau 

keadaan atas suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk 

 
4 Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, hlm. 68 
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kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan 

yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.5 

 

 

 

  

 
5  Roni Hanitijo Soemirto, 1988, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers. Ghalia 

Indonesia, Jakarta, hlm. 10 


